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Hal Penawaran Diklat Planning andBudgeting 2016 

Yth. 
I. Sekretaris Daerah Provinsi / !Cabupaten/ Kota 
2. Kepala Bappeda ProvinsilKabupaten / Kota 
3. Kepala BKD Provinsil!CabupatenI Kota 
4. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 
di 

Selumh Indonesia 

Sehubun,gan den,gan rencana penyelen,g,garaan Pelatihan Planning and Budgeting, bersama ini 
kami informasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran diklat Planning and Budgeting, 
den,gan infonnasi seba,gai berikut: 
I. 	Diklat akan dilaksanakan selama 14 hari, dalam kunm waklu tentative antara bulan April s.d. 

Nopember 2016 (kepastian jadwal pelaksanaan dan instilusi pelaksana diklat akan kami un,g,gah 
pada laman Pusbindiklatren). 

2. 	 Persyaratan calon peserta adalah : 
a. 	 Masa kerja minimal 2 tahun , terhitunz mulai tan,g,gal dian,gkat menjadi Pe,gawai (PNS); 
b. 	 Pendidikan minimal SI; 
c. 	 Umur setin,gzi-tin,gzinya 2 (dua) tahul1 sebelum pensiun; 
d. 	 Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepe,gawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II 

atasan lan,gsun,gnya; 
e. 	 Pendaftaran melalui Onfjl1edi www.pusbindiklatren.bappenas . .go.id; 

3. 	 Materi diklat dan rincian informasi lainnya dapat dilihat pada lampiran. 

Jika diklat Planning and Budgeting yan,g kami tawarkan ini sesuai den,gan kebutuhan 
pen,gemban,gan kapasitas instansi Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami palin,g 
lambat tan,g,gal 29 Januari 2016, dan untuk informasi lebih lanjut dapat men,ghubungi staf kami 
Sdr. Wiky Witarnil!Caryoto/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di No. Telp. (021) 31928280, 
31928285. 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami men,gucapkan terima kasih. 

1>",.0 

Tembusan : 	 "8< ~_--:::I. 
I. Sekretaris Kementerian PPN /Sestama Bappenas (seba.&ltt:i/~:@ 
2. PPK Dukun,gan Manajemen IV Sesmene,g PPN/ Settama Bappenas. 
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INFORMASI DIKLAT NON GELAR BASICPLANNING 
= 

D1KLAT NON GELAR 

PLANNING AND BUDGETING 

I. 	 PENDAHULUAN 

UU No. 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah wujud 

respon alas pendekatan pembangunan yang selama ini dianzzap tidak tepa!. Sebagaimana 

diungkapkan dalam UU tersebut bahwa landasan filosofis penyusunan UU SPPN sebagaimana 

tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan 

berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu 

tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan 

pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan 

berkesinambungan. Dengan demikian jelas bahwa agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, 

efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan. 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang 

(RPJP) , jangka menengah (RPJM), dan tahunan (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenzzara negara dan lllasyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan juga meliputi 

dimensi sektoral yang diwujudkan dalam rencana strategis (Renstra) dan Rencana Tahunan 

Sektora!. SPPN bertujuan mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, lllenjantin 

terciptanya integJ.'asi, sinkronisasi, dan sinergi baik an tardaerah, antarmang, antarwaktu , 

antarfungsi pemelintah maupun antara pusat dan daerah selia mengoptimalkan partisipasi 

masyarakat. Dalam rangka penyusunan dol.."Umen rencana tersebut terdapat beberapa 

peraturan yang terkait dengan penyusunan dokumen rencana diantaranya adalah PP No. 

8/2008 dan Pemlendagri No. 54 /2010 tentang Tata Cara Perencanaan Penganzzaran dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah PenYl.lsllnan RPJMN, Penyusunan RPJMD, 

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 

Pembangunan. 

Pada dasarnya, terdapat elllpat aspek penting di daJalll manajemen pembangunan nasional, 

yaitu sisi perencanaan, penganzzaran, pelaksanaan, dan evaJuasi. Keempat aspek ini saling 

mendulmng satu sama lainnya. Pada sisi perencanaan, perkuatan perlu dilakukan dali sisi 

proses penYl.lsunan perencanaan, kapasitas kelel11bagaan, serta ketersediaan dan kapasitas data 

dan 	statistik. Selain itu, untuk mewujudkan rencana pembangunan nasional yal1g baik, maka 

perlu adanya integrasi, sinkl'Onisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, 

antarfungsi pemerintah, serta antara perencanaan, penganzzaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Dari aspek penganzzaran kemanlpllan menganalisis kebuhlhan, l11en)amin 

efisiensi serta efektivitas pengalokasian sUl11ber daya keuangan sangat diperlukan. Sedangkan 

dari sisi pelaksanaan, perencanaa.!1 hams juga memberikan arahan dan langkah-Iangkah dan 

pengendalian untuk l11enjamin pelaksanaan rencana dapat berjalan sesuai dengan tuj uan. 



Aspek terakhir yang memegang peranan penting dad percncanlllm adalah monitoring dan 

evaluasi untuk mcnjamin bahwa perencanaan yang ililaksanakan dapat diketahui progress dan 

pencapaiannya, 

Untuk mendnktmg tercapainya tujuan tersebut diatas, maka perlu upaya umnk penillgkalan 

kapasitas SDM, khtlSusnya SDM perencana di tingkat pusat dan di tingkat daerah melalui 

Pendiilikan dan Pelatihan (Diklat) Perencanaan dan Pengangsaran, 

II. 	 TUJUAN UMUM PELA'DHAN 

Pelaksanaan Diklat Perencanaan dan Pengallgsaran ini secara umum berhljuan ullluk 

mcningkatj,mn wawasan, pengetahuan dan kemampuan sefta ketrampilan peserta Diklat 

Percncanalln dan Pengangsaran sehingsa dapat menyusun dokumen perencanaan dan 

pengangsaran dengan baik. 

rn. 	 TIJ]UAN KHUSUS PELATIHAN 

Tujuan khusus dati peJaksanaan Diklat Perencanaan dan Pengangsaran ini adalah: 

• 	 lvleningkatkan pengeman dan pemahaman peserta tentang ,istem perencanaan 

pembangunan dan pengangsaran nasional dan daerah; 

• 	 Mellingkatkan pengeman dan pemahaman peserta tenl1!ng proses penyusunan dokumcn 

perencanaan chn penganggaran; 

• 	 Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusul1 dan evaluasi do1:umen perencanllan 

pengangsarnn; 

• 	 Mllmpu mensinergikan/mengintegrasikan/ mensinkronisasikan perencanaan pengangsaran 

daerah dan pusat. 

IV. 	 KELUARAN (Of.!TTU7) PELATIHAN 

Keluaran (Ouipuf) yang diharapkan dari pellyelengsaraan Diklat Perencanaan dan 

Pcngangsaran adalah peserta mampu menyusun dokumen perencanaan dan pengangsarlln, 

V. 	 M£TODE PELATIHAN 

Sesuai dengan !llJu3n yang akan dieapai dari program ini, maka metode yang akan digunakan 

a~1lah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa yang dapat 

dari: penyajian l11akalah, diskusi diskusi kelompok, praktek kerja, presentasi, dan 

kunjungall [apangan, dengan perbandingan 70% teori dan 30% praktek 

VI. 	 KRITERtA PENENTUAN PESERTA 

• 	 Pendidikan minimal S 1 dan Golongan lIla 

• 	 Masa Kerja minimal 2 (dua) tahut!, terhitung mula! tangsal diangkat menjadi Aparatm Sipil 

Negara (ASN); 

• 	 Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun; 



• 	 Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani perencanaan dati 

Provinsi/Kabllpaten/ Kota (Bappeda, Dinas) ; 

• 	 Dillslllkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atall serendah-rendahnya Pejabat Eselon II 

atasan langsllngnya; 

• 	 Berkelompok dengan jumlah minimal 2 orang atau maksimal 5 orang pesetia per daerah, 

termasuk 1 orang dari Bappeda sebagai team leadelj 

• 	 Pendaftaran melallii Onlinedi www.pusbindiklatren.bappena.s.go.id. 

Vll. 	 JADWAL PELAKSANAAN 

Waktu tentative antara bulan April s.d Nopember 2016 dan kepastian jadwal pelaksanaan 

dan institusi pelaksana diklat akan kami unzzah pada laman Pusbindiklatren; 

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id. 

VII!. 	 PROSES PELAMARAN 

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin 

dapat dijadikan aeuan: 

• 	 BKDI BadiklatiBappeda menyebarluaskan infonnasi penawaran diklat dari 

Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan 

Bappeda di daerahnya. 

• 	 Penziriman nama calon peserta diklat Planl1liJg and Budgeting, mohon melampirkan 

fonnulir pendaftaran yang bertandatangan asli. 

• 	 Surat usu lan , formulir dan dokumen pendukung, sebagai bahan verifikasi data 

disampaikan langsung/ via pos ke Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat )1. 

Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat; 

• 	 Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui 

situs: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id atau disampaikan melalui email: 

pusbindiklatren@bappenas.go.id. 

lX. KURlKULUM 

1. Regulasi Perencanaan dan Penganzzaran 

2. Teod dan Konsep Perencanaan 

3. Teori dan Konsep Penganzzaran 

4. Penyusunan Indikator Kinerja dalam Perencanaan 

5. TelGlik Indentifikasi dan Perul1Iusan Permasalahan Daerah 

6. Penyusunan RPJP, RPJM/ D, Renstra dan Renja 

7. Teknik dan Analisis Perencanaan 

8. TelGlik dan Analisis Penganzzaran 

9. Studi Kasus Penyusunan Pereneanaan Daerah 

10. Studi Kasus Penyusllnan Penganzzaran Daerah 

11. Praktek Lapangan 

12. Praktik dan Presentasi Penyusunan Laporan Perencanaan dan Penga nzzaran 
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x. 	 KEHADIRAN PESERTA 

Tinskat kehadiran peserta daJam diklat Perencanaan Pembansunan Daerah ini adalah minimal 

90%, apabila kurans dad 90% maka peserta dinyatakan tidak lulus. 

XI. 	 LAMA PEIATIHAN 

a. 	 Lama diklat adalah 2 minssu, densan hari efektif selama 10 hari ketja; 

b.l 	(satu) sesi = 2jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 meni!. 

XII. 	 PEMBIAYAAN 

Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan densan mekanisme pembiayaan cost sharing hpe 

Ill, densan rincian sebasai berikut: 

I. 	 Dukunsan pembiayaan yans dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas melipuh: Biaya 

pelatihan, mated pelahhan, akomodasi, konsumsi, dan transpoli lokal (penjemputan dari 

pensinapan ke tempat diklat). 

2. 	 Dukunsan pembiayaan yans harus disediakan oleh instansi asal peselia meliputi: transpo,i 

(tiket PPJ darilke kota asal peserta kefdari lokasi tempat diklat, selia uans saku selama 

pelatihan. 

XIII. 	METODE EVALUASI 

Evaluasi pelaksanaan pelahhan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada 

Pusbindiklatren-Bappenas selambat-Iambatnya 1 minssu setelah selesai pelatihan. Evaluasi 

mencakup: evaluasi terhadap kinerja pensajar, evaJuasi terhadap kinelja pelaksanan diklat, 

dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelahhan. 


